
K E P A L A 
BADAN PELINDUNGAN 

P E K E R J A MIGRAN INDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN 2022 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

• 

Menimbang : a. bahwa Badan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia 

mempunya i tugas dan fungsi u n t u k member ikan 

pelayanan dalam rangka penempatan dan pel indungan 

pekerja migran Indonesia d i se luruh Indonesia baik 

sebelum, selama, m a u p u n setelah bekerja; 

b. bahwa u n t u k optimalisasi pelaksanaan tugas teknis 

operasional Badan Pel indungan Pekerja Migran 

Indonesia dan menunjang pelayanan pel indungan 

pekerja migran Indonesia pada layanan terpadu satu 

atap penempatan dan pe l indungan pekerja migran 

Indonesia, per lu membentuk Balai Pelayanan 

Pel indungan Pekerja Migran Indonesia sebagai u n i t 

pelaksana teknis Badan Pel indungan Pekerja Migran 

Indonesia; 



c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 

d imaksud dalam h u r u f a dan h u r u f b, per lu 

menetapkan Peraturan Badan Pel indungan Pekerja 

Migran Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Pel indungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2017 Nomor 242, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6141); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 6573); 

3. Peraturan Presiden Nomor 90 T a h u n 2019 tentang 

Badan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 263); 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apara tur Negara 

Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman 

Organisasi Un i t Pelaksana Teknis Kementerian dan 

Lembaga Pemerintah Nonkementerian; 

5. Peraturan Badan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia 

Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia 

(Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2020 Nomor 

599); 

MEMUTUSKAN: 

Mene tapkan : PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN 

INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN 

INDONESIA. 
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BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

Pasal 1 

(1) Bala i Pelayanan Pel indungan Pekerja Migran Indonesia 

yang selanjutnya disebut BP3MI merupakan u n i t 

pelaksana teknis d i l ingkungan Badan Pel indungan 

Pekerja Migran Indonesia yang berada d i bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pel indungan 

Pekerja Migran Indonesia. 

(2) Da lam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BP3MI secara 

admin is t ra t i f d ib ina oleh Sekretaris Utama dan secara 

teknis d ib ina oleh masing-masing Deput i . 

(3) BP3MI sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ip imp in 

oleh Kepala. 

Pasal 2 

BP3MI mempunya i tugas melaksanakan pelayanan 

penempatan dan pe l indungan pekerja migran Indonesia 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 3 

Da lam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud dalam 

Pasal 2, BP3MI menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran; 

b. penyebarluasan informasi d i b idang penempatan dan 

pe l indungan pekerja migran Indonesia; 

c. pelaksanaan pemetaan suplai dan pendayagunaan hasil 

pemetaan peluang kerja luar negeri; 

d. pelaksanaan r ek ru tmen dan seleksi calon pekerja 

migran Indonesia yang d i t empatkan oleh Badan 

Pel indungan Pekerja Migran Indonesia; 

e. pelaksanaan verif ikasi dokumen pekerja migran 

Indonesia; 

f. pelaksanaan fasil itasi orientasi pra pemberangkatan 

bagi calon pekerja migran Indonesia; 



pelaksanaan pengawasan pelayanan j a m i n a n sosial 

pekerja migran Indonesia; 

pemberian bahan rekomendasi terhadap usu lan 

penerbi tan dan perpanjangan surat iz in perusahaan 

penempatan pekerja migran Indonesia; 

pemberian bahan rekomendasi pengenaan sanksi 

admin is t ra t i f bagi perusahaan penempatan pekerja 

migran Indonesia dan perusahaan yang menempatkan 

calon pekerja migran Indonesia u n t u k kepentingan 

perusahaan sendir i ; 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan 

penempatan dan pe l indungan pekerja migran Indonesia 

oleh lembaga penempatan dan lembaga pendukung 

penempatan; 

pelaksanaan layanan pengaduan, penyelesaian 

masalah, dan pemenuhan hak calon pekerja migran 

Indonesia/ pekerja migran Indonesia secara terpadu; 

pelaksanaan pe l indungan pekerja migran Indonesia 

selama bekerja d i negara t u j u a n penempatan 

berkoordinasi dengan Perwakilan Republ ik Indonesia 

mela lu i kedeput ian teknis terkait ; 

pencegahan dan penanganan calon pekerja migran 

Indonesia/pekerja migran Indonesia yang akan 

d i t empatkan secara nonprosedural ; 

pelaksanaan pemulangan pekerja migran Indonesia 

terkendala serta pelaksanaan fasil itasi, rehabi l i tasi , dan 

reintegrasi pu rna pekerja migran Indonesia; 

pemberdayaan sosial dan ekonomi pu rna 

pekerja migran Indonesia dan keluarganya; 

perekaman dan pengolahan data penempatan dan 

pe l indungan pekerja migran Indonesia; 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

program dan anggaran; dan 

pelaksanaan urusan tata usaha dan r u m a h tangga. 
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Pasal 4 

Penyelenggaraan fungsi sebagaimana d imaksud dalam Pasal 

3 h u r u f b, h u r u f e, h u r u f f, h u r u f j , h u r u f k, dan h u r u f p, 

dapat d i laksanakan oleh BP3MI mela lu i desk d i layanan 

terpadu satu atap penempatan dan pe l indungan pekerja 

migran Indonesia sesuai dengan ke tentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB I I 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

(1) BP3MI terd ir i atas: 

a. Kepala; 

b. Subbagian Tata Usaha; dan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan susunan organisasi BP3MI sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) t e rcantum dalam Lampiran I 

yang merupakan bagian t idak terpisahkan dari 

Peraturan Badan in i . 

Pasal 6 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan 

keuangan dan barang mi l i k negara, teknologi informasi 

komunikas i , kepegawaian, tata laksana, kearsipan, 

persuratan, r u m a h tangga, dan administras i penjaminan 

m u t u , serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan. 
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BAB I I I 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 7 

D i l ingkungan BP3MI dapat di tetapkan jabatan fungsional 

sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya d i lakukan 

sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 8 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana d imaksud 

dalam Pasal 7 mempunyai tugas me lakukan kegiatan 

sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1), dapat ditetapkan Koordinator Pelaksana 

Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang 

l ingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator 

dan Jabatan Pengawas masing-masing. 

(3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional 

sebagaimana d imaksud pada ayat (2) mempunyai tugas 

mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan 

fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. 

(4) Ketentuan lebih lan jut mengenai pembagian tugas 

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional 

di tetapkan oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia. 

Pasal 9 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana d imaksud 

dalam Pasal 7 dan Pasal 8 terd ir i atas berbagai jenis 

jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahl iannya 

yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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(2) J u m l a h Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) d i t en tukan berdasarkan 

kebutuhan yang didasari analisis jabatan dan beban 

kerja. 

(3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) di laksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-

masing. 

BAB IV 

POS PELAYANAN PELINDUNGAN 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

Pasal 10 

(1) Dalam rangka optimalisasi j angkauan pelayanan 

pel indungan pekerja migran Indonesia, pada BP3MI 

dapat d ibentuk Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut P4MI. 

(2) P4MI sebagaimana d imaksud pada ayat (1) merupakan 

u n i t organisasi nons t ruk tura l . 

(3) P4MI mempunyai tugas me lakukan sebagian atau 

se luruh tugas pelayanan pel indungan pekerja migran 

Indonesia dar i BP3MI yang membawahinya. 

(4) P4MI dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang 

d i t u n j u k oleh Kepala BP3MI. 

BAB V 

TATA KERJA 

Pasal 11 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BP2MI harus 

menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata 

hubungan kerja yang efektif dan efisien antarun i t organisasi 

ba ik d i l ingkungan BP3MI m a u p u n dengan instansi 

pemerintah terkait . 



Pasal 12 

Kepala BP3MI menyampaikan laporan kepada Kepala Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengenai hasil 

pelaksanaan tugas dan fungsi d i bidang pelayanan 

penempatan dan pel indungan pekerja migran Indonesia. 

Pasal 13 

BP3MI harus menyusun analisis jabatan, analisis beban 

kerja, dan ura ian tugas terhadap se luruh jabatan d i 

l ingkungan BP3MI. 

Pasal 14 

Setiap unsur d i l ingkungan BP3MI da lam melaksanakan 

tugasnya harus menerapkan pr ins ip koordinasi , integrasi, 

dan sinkronisasi baik dalam l ingkungan BP3MI m a u p u n 

dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat 

m a u p u n daerah. 

Pasal 15 

Setiap p impinan u n i t organisasi harus menerapkan sistem 

pengendalian internal pemerintah d i l ingkungan masing-

masing u n t u k mewujudkan terlaksananya mekanisme 

akuntabi l i tas pub l ik melalui penyusunan perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi. 

Pasal 16 

Setiap p imp inan u n i t organisasi bertanggung jawab 

memimp in dan mengoordinasikan bawahan masing-masing 

dan member ikan pengarahan serta petunjuk bagi 

pelaksanaan tugas bawahan. 
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Pasal 17 

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi 

pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila 

terjadi penyimpangan harus mengambil langkah yang 

diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Pasal 18 

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan 

mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan 

masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara 

berkala tepat pada waktunya. 

Pasal 19 

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi 

harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit 

organisasi di bawahnya. 

BAB VI 

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 20 

(1) Kepala BP3MI merupakan jabatan administrator atau 

jabatan eselon III.a. 

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan 

Pengawas atau jabatan eselon IV.a. 

Pasal 21 

(1) Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas diangkat 

dan diberhentikan oleh Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

(2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB VII 

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA 

Pasal 22 

Dengan ditetapkannya Peraturan Badan in i , maka d i 

l ingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

terdapat 23 (dua p u l u h tiga) BP3MI. 

Pasal 23 

Nama, lokasi, dan wilayah kerja BP3MI beserta P4MI yang 

dikoordinasikan, tercantum dalam Lampiran I I yang 

merupakan bagian t idak terpisahkan dar i Peraturan Badan 

i n i . 

BAB VII I 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 24 

Perubahan Organisasi dan Tata Kerja BP3MI ditetapkan oleh 

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia setelah 

mendapat persetujuan tertul is dar i menter i yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan d i bidang aparatur 

negara. 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 25 

Pada saat Peraturan Badan in i mu la i ber laku: 

a. se luruh jabatan yang ada beserta pejabat yang 

memangku jabatan d i l ingkungan Uni t Pelaksana Teknis 

Pelayanan Penempatan dan Perl indungan Tenaga Kerja 

Indonesia sebagaimana d ia tur dalam Peraturan Kepala 

Badan Nasional Penempatan dan Perl indungan Tenaga 

Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Un i t Pelaksana Teknis 



Pelayanan Penempatan dan Perl indungan Tenaga Kerja 

Indonesia tetap melaksanakan tugas dan fungsinya 

sampai dengan d ia tur kembal i berdasarkan Peraturan 

Badan in i ; dan 

b. program dan kegiatan yang di tetapkan sebelum 

Peraturan Badan i n i ber laku, tetap di laksanakan sampai 

dengan ditetapkan program dan kegiatan ba ru sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 

Pada saat Peraturan Badan in i mu la i berlaku, semua 

ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan 

Nasional Penempatan dan Perl indungan Tenaga Kerja 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Un i t Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan 

Perl indungan Tenaga Kerja Indonesia, d inyatakan masih 

tetap ber laku sepanjang be lum d iubah dan/atau diganti 

berdasarkan Peraturan Badan in i . 

Pasal 27 

Pada saat Peraturan Badan in i mu la i ber laku, Peraturan 

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perl indungan 

Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 t a h u n 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Uni t Pelaksana Teknis Pelayanan 

Penempatan dan Perl indungan Tenaga Kerja Indonesia 

(Berita Negara Republ ik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754), 

d icabut dan d inyatakan t idak ber laku. 

Pasal 28 

Peraturan Badan in i mula i ber laku pada tanggal 

d iundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memer intahkan 

pengundangan Peraturan Badan i n i dengan penempatannya 

da lam Ber i ta Negara Republik Indonesia. 

Di te tapkan d i Jaka r t a 

pada tanggal 14 J u n i 2022 

KEPALA 

BADAN PELINDUNGAN 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

t t d . 

BENNY RHAMDANI 

D iundangkan d i Jaka r t a 

pada tanggal 15 J u n i 2022 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

t t d . 

YASONNA H. LAOLY 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 598 

-SESUAI DENGAN ASLINYA 

HU.KUM DAN HUMAS, 

IYUNINGRUM, S.H., M.M. 

NIP. 19670516 199803 2 001 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN 2022 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

STRUKTUR ORGANISASI 

BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

KEPALA BP3MI 

KEPALA 
SUBBAGIAN TATA 

USAHA 

1 

KELOMPOK 
JABATAN 

FUNGSIONAL 

KEPALA 

BADAN PELINDUNGAN 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

t td. 

BENNY RHAMDANI 
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LAMPIRAN I I 

PERATURAN BADAN PELINDUNGAN 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6 TAHUN 2022 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BALAI PELAYANAN PELINDUNGAN 

PEKERJA MIGRAN INDONESIA 

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA 

NO NAMA LOKASI WILAYAH K E R J A 

1 BP3MI Aceh Kota Banda Aceh Provinsi Aceh: 
Kabupaten Aceh Barat, 
Kabupaten Aceh Besar, 
Kabupaten Aceh Jaya, 
Kabupaten Aceh Tengah, 
Kabupaten Bener Meriah, 
Kabupaten Bireuen, 
Kabupaten Nagan Raya, 
Kabupaten Pidie, Kabupaten 
Pidie Jaya, Kabupaten 
Simeulue, Kota Banda Aceh, 
Kota Lhokseumawe, Kota 
Sabang, Kabupaten Aceh 
Tamiang, Kota Langsa, 
Kabupaten Aceh T imur , 
Kabupaten Aceh Tenggara, 
Kabupaten Aceh Utara, Kota 
Subulussa lam, Kabupaten 
Aceh Singki l , Kabupaten Aceh 
Selatan, Kabupaten Gayo 
Lues, dan Kabupaten Aceh 
Barat Daya. 

P4MI Kabupaten Aceh 
Tamiang: 
Kabupaten Aceh Tamiang, 
Kota Langsa, Kabupaten Aceh 
T imur , Kabupaten Aceh 
Tenggara, Kabupaten Aceh 
Utara, Kota Subulussalam, 
Kabupaten Aceh Singki l , 
Kabupaten Aceh Selatan, 
Kabupaten Gayo Lues, dan 
Kabupaten Aceh Barat Daya. 



- 15 -

NO NAMA LOKASI WILAYAH K E R J A 

2 BP3MI Sumatera Utara Kota Medan Provinsi Sumatera Utara: 
Kabupaten Dair i , Kabupaten 
Deli Serdang, Kabupaten 
Humbang Hasundutan , 
Kabupaten Karo, Kabupaten 
Langkat, Kabupaten 
Mandai l ing Natal, Kabupaten 
Nias, Kabupaten Nias Barat, 
Kabupaten Nias Selatan, 
Kabupaten Nias Utara, 
Kabupaten Pakpak Bharat , 
Kabupaten Samosir, 
Kabupaten Serdang Bedagai, 
Kabupaten Tapanul i Selatan, 
Kabupaten Tapanul i Tengah, 
Kabupaten Tapanul i Utara, 
Kabupaten Toba Samosir, 
Kota Binja i , Kota Gunung 
Sitol i , Kota Medan, Kota 
Padang Sidempuan, Kota 
Pematang Siantar, Kota 
Sibolga, Kota Tebing Tinggi. 
Kota Tanjung Balai, 
Kabupaten Asahan, 
Kabupaten Batubara, 
Kabupaten S imalungun, 
Kabupaten Labuhan Batu , 
Kabupaten Labuhan Ba tu 
Utara, Kabupaten Labuhan 
Ba tu Selatan, Kabupaten 
Padang Lawas, dan 
Kabupaten Padang Lawas 
Utara. 

P4MI Kota Tanjung Balai: 
Kota Tanjung Balai, 
Kabupaten Asahan, 
Kabupaten Batubara, 
Kabupaten S imalungun, 
Kabupaten Labuhan Ba tu , 
Kabupaten Labuhan Ba tu 
Utara, Kabupaten Labuhan 
Ba tu Selatan, Kabupaten 
Padang Lawas, dan 
RaDupaten raaang Lawas 
Utara. 
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NO NAMA LOKASI WILAYAH K E R J A 

3 BP3MI Kepulauan Riau Kota Tanjung 
Pinang 

Provinsi Kepulauan Riau: 
Kabupaten B in tan , Kabupaten 
Kepulauan Anambas, 
Kabupaten Lingga, Kabupaten 
Natuna, Kota Tanjung Pinang, 
Kabupaten Ka r imun , dan Kota 
Batam. 

P4MI Kabupaten Kar imun: 
Kabupaten Ka r imun . 

P4MI Kota Batam: 
Kota Batam. 

4 BP3MI Riau Kota Pekanbaru Provinsi Riau: 
Kabupaten Indrag i r i Hi l i r , 
Kabupaten Indrag i r i H u l u , 
Kabupaten Kampar, 
Kabupaten Kuantan Singingi, 
Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hi l i r , 
Kabupaten Rokan H u l u , Kota 
Pekanbaru, Kota Duma i , 
Kabupaten Bengkalis, 
Kabupaten Siak, dan 
Kabupaten Kepulauan 
Merant i . 

Provinsi Jamb i : 
Kabupaten Batanghari , 
Kabupaten Bungo, Kabupaten 
Kerinci , Kabupaten Merangin, 
Kabupaten Muaro Jamb i , 
Kabupaten Sarolangun, 
Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat, Kabupaten Tanjung 
Jabung T imur , Kabupaten 
Tebo, Kota Jamb i , dan Kota 
Sungai Penuh. 

P4MI Kota Dumai: 
Kota Duma i , Kabupaten 
Bengkalis, Kabupaten Siak, 
dan Kabupaten Kepulauan 
Merant i . 

P4MI Jambi : 
Provinsi Jamb i : 
Kabupaten Batanghari , 
Kabupaten Bungo, Kabupaten 
Kerinci , Kabupaten Merangin, 
Kabupaten Muaro Jamb i , 
Kabupaten Sarolangun, 
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NO NAMA LOKASI WILAYAH K E R J A 

Kabupaten Tanjung Jabung 
Barat, Kabupaten Tanjung 
Jabung T imur , Kabupaten 
Tebo, Kota Jamb i , dan Kota 
Sungai Penuh. 

5 BP3MI Sumatera Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat: 
Kabupaten Agam, Kabupaten 
Dharmasraya, Kabupaten 
Kepulauan Mentawai, 
Kabupaten L ima Pu luh Kota, 
Kabupaten Padang 
Pariaman, Kabupaten 
Pasaman, Kabupaten 
Pasaman Barat, Kabupaten 
Pesisir Selatan, Kabupaten 
Si junjung, Kabupaten Solok, 
Kota Solok, Kabupaten Solok 
Selatan, Kabupaten Tanah 
Datar, Kota B u k i t t inggi, Kota 
Padang, Kota Padang panjang, 
Kota Pariaman, Kota 
Payakumbuh, dan Kota 
Sawahlunto. 

6 BP3MI Sumatera 
Selatan 

Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan: 
Kabupaten Banyuasin, 
Kabupaten Empat Lawang, 
Kabupaten Lahat, Kabupaten 
Muara En im , Kabupaten Mus i 
Banyuas in , Kabupaten Mus i 
Rawas, Kabupaten Mus i 
Rawas Utara, Kabupaten 
Ogan I l i r , Kabupaten Ogan 
Komering I l i r , Kabupaten 
Ogan Komering U lu , 
Kabupaten Ogan Komering 
U l u Selatan, Kabupaten 
Ogan Komering U l u T imur , 
Kabupaten Penukal Abab 
Lematang I l i r , Kota 
Lubuk l inggau, Kota Pagar 
A lam, Kota Palembang, dan 
Kota P rabumul ih . 

Provinsi Bengkulu : 
Kabupaten Bengku lu Selatan, 
Kabupaten Bengkulu Tengah, 
Kabupaten Bengkulu Utara, 
Kabupaten Kaur, Kabupaten 
Kepahiang, Kabupaten 
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Lebong, Kabupaten 
M u k o m u k o , Kabupaten 
Rejang Lebong, Kabupaten 
Seluma, dan Kota Bengkulu . 

Provinsi Bangka Bel i tung: 
Kabupaten Bangka, 
Kabupaten Bangka Barat, 
Kabupaten Bangka Selatan, 
Kabupaten Bangka Tengah, 
Kabupaten Bel i tung, 
Kabupaten Be l i tung T imur , 
dan Kota Pangkalpinang. 

7 BP3MI Lampung Kota Bandar 
Lampung 

Provinsi Lampung: 
Kabupaten Lampung Barat, 
Kabupaten Tanggamus, 
Kabupaten Lampung Selatan, 
Kabupaten Lampung T imur , 
Kabupaten Lampung Tengah, 
Kabupaten Lampung Utara, 
Kabupaten Way Kanan, 
Kabupaten Tulang Bawang, 
Kabupaten Pesawaran, 
Kabupaten Pringsewu, 
Kabupaten Mesuji , Kabupaten 
Tulang Bawang Barat, 
Kabupaten Pesisir Barat, Kota 
Bandar Lampung, dan Kota 
Metro. 

8 BP3MI Daerah Khusus 
Ibukota Jaka r t a 

Jakar ta Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakar ta : 
Kabupaten Adminis t ras i 
Kepulauan Seribu, Kota 
Admin is t ras i Jakar ta Barat, 
Kota Adminis t ras i Jakar ta 
Pusat, Kota Administras i 
Jakar ta Selatan, Kota 
Admin is t ras i Jakar ta T imur , 
dan Kota Administras i 
Jakar ta Utara. 

9 BP3MI Banten Kota Serang Provinsi Banten: 
Kabupaten Lebak, Kabupaten 
Pandeglang, Kabupaten 
Serang, Kota Serang, Kota 
Cilegon, Kabupaten 
Tangerang, Kota Tangerang, 
dan Kota Tangerang Selatan. 
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P4MI Kota Tangerang: 
Kabupaten Tangerang, Kota 
Tangerang, dan Kota 
Tangerang Selatan. 
P41VTT Bandara Internasional 
Soekarno-Hatta: 
Pelayanan Calon Pekerja 
Migran Indonesia/Pekerja 
Migran Indonesia d i Bandara 
Internasional Soekarno-Hatta 

10 BP3MI Jawa Barat Kota Bandung Provinsi Jawa Barat: 
Kabupaten Bandung, 
Kabupaten Bandung Barat, 
Kabupaten Ciamis, Kabupaten 
Sumedang, Kabupaten 
Subang, Kabupaten 
Purwakarta , Kota Bandung, 
Kota C imahi , Kabupaten 
Tasikmalaya, Kota 
Tasikmalaya, Kota Banjar, 
Kabupaten Pangandaran, 
Kabupaten Cirebon, Kota 
Cirebon, Kabupaten 
Indramayu , Kabupaten 
Majalengka, Kabupaten 
Kun ingan , Kabupaten 
Sukabumi , Kota Sukabumi , 
Kabupaten Bogor, Kota 
Bogor, Kabupaten Cianjur, 
Kabupaten Garut , Kabupaten 
Bekasi, Kota Bekasi, 
Kabupaten Karawang, dan 
Kota Depok. 

P4MI Kabupaten Cirebon: 
Kabupaten Cirebon, Kota 
Cirebon, Kabupaten 
Indramayu , Kabupaten 
Majalengka, dan Kabupaten 
Kuningan. 

P4MI Kota Sukabumi: 
Kabupaten Sukabumi , Kota 
Sukabumi , Kabupaten Bogor, 
Kota Bogor, Kabupaten 
Cianjur, dan Kabupaten 
Garut . 
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P4MI Kota Bekasi : 
Kabupaten Bekasi, Kota 
Bekasi, Kabupaten Karawang, 
dan Kota Depok. 

i i 
X X 

RP3MT Daerah Istimewa 
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Yogyakarta 
Kota Yoevakarta Provinsi Daerah Ist imewa 

Yogyakarta: 
Kabupaten Ban tu l , Kabupaten 
G u n u n g K idu l , Kabupaten 
Ku lon Progo, Kabupaten 
Sleman, dan Kota Yogyakarta. 

12 BP3MI Jawa Tengah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah: 
Kabupaten Batang, 
Kabupaten Boyolali , 
Kabupaten Demak, 
Kabupaten Grobogan, 
Kabupaten Karanganyar, 
Kabupaten Kendal, 
Kabupaten Klaten, Kabupaten 
Magelang, Kota Magelang, 
Kabupaten Purworejo, 
Kabupaten Semarang, Kota 
Semarang, Kabupaten Sragen, 
Kabupaten Sukoharjo, 
Kabupaten Temanggung, 
Kabupaten Wonogiri , 
Kabupaten Wonosobo, Kota 
Salatiga, Kota Surakarta , 
Kabupaten Cilacap, 
Kabupaten Purbalingga, 
Kabupaten Banjarnegara, 
Kabupaten Kebumen, 
Kabupaten Banyumas, 
Kabupaten Cilacap, 
Kabupaten Purbalingga, 
Kabupaten Banjarnegara, 
Kabupaten Kebumen, 
Kabupaten Banyumas, 
Kabupaten Pati, Kabupaten 
Kudus, Kabupaten Rembang, 
Kabupaten Blora, Kabupaten 
Jepara, Kabupaten Pemalang, 
Kabupaten Tegal, 
Kabupaten Pekalongan, 
Kabupaten Brebes, Kota 
Tegal, dan Kota Pekalongan. 
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P4MI Kabupaten Cilacap: 
Kabupaten Cilacap, 
Kabupaten Purbalingga, 
Kabupaten Banjarnegara, 
Kabupaten Kebumen, dan 
Kabupaten Banyumas. 

P4MI Kabupaten Pati : 
Kabupaten Pati, Kabupaten 
Kudus, Kabupaten Rembang, 
Kabupaten Blora, dan 
Kabupaten Jepara. 

P4MI Kabupaten Pemalang: 
Kabupaten Pemalang, 
Kabupaten Tegal, 
Kabupaten Pekalongan, 
Kabupaten Brebes, Kota 
Tegal, dan Kota Pekalongan. 

13 BP3MI Jawa T i m u r 

... 

Kota Surabaya Provinsi Jawa T imur : 
Kota Surabaya, Kabupaten 
Tuban, Kabupaten Malang, 
Kota Malang, Kota Ba tu , 
Kabupaten Pasuruan, Kota 
Pasuruan, Kabupaten 
Lumajang, Kabupaten Bl i tar , 
Kota Bl i tar , Kabupaten 
Probolinggo, Kota Probolinggo, 
Kabupaten Mad iun , Kota 
Mad iun , Kabupaten Ngawi, 
Kabupaten Bojonegoro, 
Kabupaten Nganjuk, 
Kabupaten Magetan, 
Kabupaten Pacitan, 
Kabupaten Ponorogo, 
Kabupaten Trenggalek. 
Kabupaten Kedir i , Kota Kedir i , 
Kabupaten Tulungagung, 
Kabupaten Banyuwangi , 
Kabupaten Situbondo, 
Kabupaten Bondowoso, 
Kabupaten Jember, 
Kabupaten Bangkalan, 
Kabupaten Sampang, 
Kabupaten Pamekasan, dan 
Kabupaten Sumenep. 
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P4MI Kota Sidoardjo: 
Kabupaten Sidoarjo, 
Kabupaten Gresik, Kabupaten 
Jombang, Kabupaten 
Lamongan, Kabupaten 
Mojokerto, dan Kota 
Mojokerto. 

P4MI Kota Malang: 
Kabupaten Malang, Kota 
Malang, Kota Ba tu , 
Kabupaten Pasuruan, Kota 
Pasuruan, Kabupaten 
Lumajang, Kabupaten Bl i tar , 
Kota Bl i tar , Kabupaten 
Probolinggo, dan Kota 
Probolinggo. 

P4MI Kabupaten Madiun: 
Kabupaten Mad iun , Kota 
Mad iun , Kabupaten Ngawi, 
Kabupaten Bojonegoro, 
Kabupaten Nganjuk, 
Kabupaten Magetan, 
Kabupaten Pacitan, 
Kabupaten Ponorogo, 
Kabupaten Trenggalek. 
Kabupaten Kedir i , Kota Kediri , 
dan Kabupaten Tulungagung. 

P4MI Kabupaten 
Banyuwangi: 
Kabupaten Banyuwangi , 
Kabupaten Situbondo, 
Kabupaten Bondowoso, dan 
Kabupaten Jember. 

' D / I 1UT T T/" r\ -a -m n n 4- a w» 

r ' fMi Kabupaten 
Pamekasan: 
Kabupaten Bangkalan, 
Kabupaten Sampang, 
Kabupaten Pamekasan, dan 
Kabupaten Sumenep. 

14 BP3MI Bal i Kota Denpasar Provinsi Bal i : 
Kabupaten Badung, 
Kabupaten Bangl i , Kabupaten 
Buleleng, Kabupaten Gianyar, 
Kabupaten Jembrana, 
Kabupaten Karangasem, 
Kabupaten K lungkung , 
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Kabupaten Tabanan, dan Kota 
Denpasar. 

15 BP3MI Nusa Tenggara 
Barat 

Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat: 
Kabupaten Bima, Kabupaten 
Dompu, Kabupaten Lombok 
Barat, Kabupaten Lombok 
i engan, rvaDupaten LOHIDOK 
T imur , Kabupaten Lombok 
Utara, Kabupaten Sumbawa, 
Kabupaten Sumbawa Barat, 
Kota B ima, dan Kota 
Mataram. 

16 BP3MI Nusa Tenggara 
T imur 

Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara 
T imur : 
Kabupaten Alor, Kabupaten 
Belu, Kabupaten Kupang, 
Kabupaten Malaka, 
Kabupaten Rote Ndao, 
Kabupaten Sabu Raijua, 
Kabupaten Timor Tengah 
Selatan, Kabupaten Timor 
Tengah Utara, Kota Kupang, 
Kabupaten Sikka, Kabupaten 
Flores T imur , Kabupaten 
Lembata, Kabupaten Nagekeo, 
Kabupaten Ngada, Kabupaten 
Ende, Kabupaten Manggarai, 
Kabupaten Manggarai Barat, 
Kabupaten Manggarai T imur , 
Kabupaten Sumba Barat, 
Kabupaten Sumba Barat 
Daya, Kabupaten Sumba 
Tengah, dan Kabupaten 
Sumba T imur . 

P4MI Kabupaten S ikka : 
Kabupaten Sikka, Kabupaten 
Flores T imur , Kabupaten 
Lembata, Kabupaten Nagekeo, 
Kabupaten Ngada, Kabupaten 
Ende, Kabupaten Manggarai, 
Kabupaten Manggarai Barat, 
dan Kabupaten Manggarai 
T imur . 
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P4MI Kabupaten Sumba 
Barat Daya: 
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Kabupaten Sumba Barat 
Daya, Kabupaten Sumba 
Tengah, dan Kabupaten 
Sumba T imur . 

17 BP3MI 
Selatan 

Ka l imantan Kota Banjarbaru Provinsi Ka l imantan Selatan: 
Kabupaten Balangan, 
Kabupaten Banjar, Kabupaten 
Barito Kuala, Kabupaten H u l u 
Sungai Selatan, Kabupaten 
H u l u Sungai Tengah, 
Kabupaten H u l u Sungai 
Utara, Kabupaten Kotabaru, 
Kabupaten Tabalong, 
Kabupaten Tanah B u m b u , 
Kabupaten Tanah Laut, 
Kabupaten Tapin, Kota 
Ban jarbaru , dan Kota 
Banjarmasin . 

Provinsi Ka l imantan Tengah: 
Kabupaten Barito Selatan, 
Kabupaten Bari to T imur , 
Kabupaten Barito Utara, 
Kabupaten G u n u n g Mas, 
Kabupaten Kapuas, 
Kabupaten Kat ingan, 
Kabupaten Kotawaringin 
Barat, Kabupaten 
Kotawaringin T imur , 
Kabupaten Lamandau, 
Kabupaten M u r u n g Raya, 
Kabupaten Pulang Pisau, 
Kabupaten Sukamara, 
Kabupaten Seruyan, dan 
Kota Palangka Raya. 

18 BP3MI 
Barat 

Ka l imantan Kota Pontianak Provinsi Ka l imantan Barat: 
Kabupaten Kayong Utara, 
Kabupaten Ketapang, 
Kabupaten K u b u Raya, 
Kabupaten Landak, 
Kabupaten Melawi, 
Kabupaten Mempawah, Kota 
Pontianak, Kabupaten 
Sambas, Kabupaten 
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Bengkayang, Kota 
Singkawang, Kabupaten 
Sanggau, Kabupaten 
Sekadau, Kabupaten 
Sintang, dan Kabupaten 
Kapuas H u l u . 
P4MI Kabupaten Sambas: 
Kabupaten Sambas, 
Kabupaten Bengkayang dan 
Kota Singkawang. 

P4MI Kabupaten Sanggau: 
Kabupaten Sanggau, 
Kabupaten Sekadau, 
Kabupaten Sintang, dan 
Kabupaten Kapuas H u l u . 

19 BP3MI Ka l imantan 
Utara 

Kota N u n u k a n Provinsi Ka l imantan Utara: 
Kabupaten Bu lungan , 
Kabupaten Mal inau, 
Kabupaten Nunukan , 
Kabupaten Tana T idung, dan 
Kota Tarakan. 
Provinsi Ka l imantan T imur : 
Kabupaten Berau, Kabupaten 
Kuta i Barat , Kabupaten Kuta i 
Kartanegara, Kabupaten 
IP-i 11 o i TS m i i r* l<Tti h i i r i i i tf^in 
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Mahakam U lu , Kabupaten 
Paser, Kabupaten Penajam 
Paser Utara, Kota Bal ikpapan, 
Kota Bontang, dan Kota 
Samarinda. 

20 BP3M1 Sulawesi Utara Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara: 
Kabupaten Bolaang 
Mongondow, Kabupaten 
Bolaang Mongondow Selatan, 
Kabupaten Bolaang 
Mongondow T imur , 
Kabupaten Bolaang 
Mongondow Utara, 
Kabupaten Kepulauan 
Sangihe, Kabupaten 
Kepulauan Siau Tagulandang 
Biaro, Kabupaten Kepulauan 
Talaud, Kabupaten Minahasa, 
Kabupaten Minahasa Selatan, 
Kabupaten Minahasa 
Tenggara, Kabupaten 
Minahasa Utara, Kota B i tung , 
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Kota Kotamobagu, Kota 
Manado, dan Kota Tomohon. 

Provinsi Gorontalo: 
Kabupaten Boalemo, 
Kabupaten Bone Bolango, 
Kabupaten Gorontalo, Kota 
Gorontalo, Kabupaten 
Gorontalo Utara, dan 
Kabupaten Pohuwato. 

Provinsi M a l u k u : 
Kabupaten B u r u , Kabupaten 
B u r u Selatan, Kabupaten 
Kepulauan A ru , Kabupaten 
M a l u k u Barat Daya, 
Kabupaten M a l u k u Tengah, 
Kabupaten M a l u k u 
Tenggara, Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar, 
Kabupaten Seram Bagian 
Barat , Kabupaten Seram 
Bagian T imur , Kota Ambon, 
dan Kota Tual . 

Provinsi M a l u k u Utara: 
Kabupaten Halmahera Barat, 
Kabupaten Halmahera 
Tengah, Kabupaten 
Halmahera T imur , Kabupaten 
Halmahera Selatan, 
Kabupaten Halmahera Utara, 
Kabupaten Kepulauan Sula, 
Kabupaten Pulau Morotai , 
Kabupaten Pulau Tal iabu, 
Kota Ternate, dan Kota Tidore 
Kepulauan. 

P4MI Gorontalo: 
Provinsi Gorontalo: 
Kabupaten Boalemo, 
Kabupaten Bone Bolango, 
Kabupaten Gorontalo, Kota 
Gorontalo, Kabupaten 
Gorontalo Utara, dan 
Kabupaten Pohuwato. 
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P4MI Maluku: 
Provinsi M a l u k u : 
Kabupaten B u r u , Kabupaten 
B u r u Selatan, Kabupaten 
Kepulauan A r u , Kabupaten 
M a l u k u Barat Daya, 
Kabupaten M a l u k u Tengah, 
Kabupaten M a l u k u 
Tenggara, Kabupaten 
Kepulauan Tanimbar, 
Kabupaten Seram Bagian 
Barat, Kabupaten Seram 
Bagian T imur , Kota Ambon, 
dan Kota Tual . 

Provinsi M a l u k u Utara: 
Kabupaten Halmahera Barat, 
Kabupaten Halmahera 
Tengah, Kabupaten 
Halmahera T imur , Kabupaten 
Halmahera Selatan, 
1 / 1 A I f l 1 I T J ^ 

Kabupaten Halmahera Utara, 
Kabupaten Kepulauan Sula, 
Kabupaten Pulau Morotai , 
Kabupaten Pulau Tal iabu, 
Kota Ternate, dan Kota Tidore 
Kepulauan. 

21 BP3MI Sulawesi 
Selatan 

Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan: 
Kabupaten Soppeng, 
Kabupaten Ba r ru , 
Kabupaten Bone, Kabupaten 
Pangkajene dan Kepulauan, 
Kabupaten Maros, 
Kota Makassar, Kabupaten 
Sinjai, Kabupaten Gowa, 
Kabupaten B u l u k u m b a , 
Kabupaten Takalar, 
Kabupaten Bantaeng, 
Kabupaten Jeneponto, 
Kabupaten Kepulauan 
Selayar, Kota Parepare, 
Kabupaten Pinrang, 
Kabupaten Sidenreng 
Rappang, Kota Palopo, 
Kabupaten Luwu , Kabupaten 
L u w u Utara, Kabupaten 
Enrekang, Kabupaten L u w u 
T imur , Kabupaten Wajo, 
Kabupaten Tana Toraja, 
Kabupaten Toraja Utara. 



- 28 -

NO NAMA LOKASI WILAYAH K E R J A 

Provinsi Sulawesi Barat: 
Kabupaten Majene, 
Kabupaten Mamasa, 
Kabupaten Mamu ju , 
Kabupaten M a m u j u Tengah, 
Kabupaten Pasangkayu, dan 
Kabupaten Poliwali Mandar. 

Provinsi Papua: 
Kabupaten Asmat, Kabupaten 
Biak Numfor, Kabupaten 
Boven Digoel, Kabupaten 
Deiyai, Kabupaten Dogiyai, 
Kabupaten In tan Jaya, 
Kabupaten Jayapura, 
Kabupaten Jayawijaya, 
Kabupaten Keerom, 
Kabupaten Kepulauan Yapen, 
Kabupaten Lanny Jaya, 
Kabupaten Mamberamo 
Raya, Kabupaten 
Mamberamo Tengah, 
Kabupaten Mappi , 
Kabupaten Merauke, 
Kabupaten Mimika , 
Kabupaten Nabire, Kabupaten 
Nduga, Kabupaten Paniai, 
Kabupaten Pegunungan 
Bintang , Kabupaten Puncak, 
Kabupaten Puncak Jaya, 
Kabupaten Sarmi, Kabupaten 
Supior i , Kabupaten Tol ikara, 
Kabupaten Waropen, 
Kabupaten Yahukimo, 
Kabupaten Yalimo, dan Kota 
Jayapura. 

Provinsi Papua Barat: 
Kabupaten Fakfak, Kabupaten 
Kaimana, Kabupaten 
Manokwar i , Kabupaten 
Manokwar i Selatan, 
Kabupaten Maybrat, 
Kabupaten Pegunungan 
Arfak, Kabupaten Raja Ampat, 
Kabupaten Sorong, 
Kabupaten Sorong Selatan, 
Kabupaten Tambrauw, 
Kabupaten Teluk B i n t u n i , 
Kabupaten Teluk Wondama, 
dan Kota Sorong. 
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P4MI Papua: 
Provinsi Papua: 
Kabupaten Asmat, Kabupaten 
Biak Numfor, Kabupaten 
Boven Digoel, Kabupaten 
Deiyai, Kabupaten Dogiyai, 
Kabupaten In tan Jaya, 
Kabupaten Jayapura, 
Kabupaten Jayawijaya, 
Kabupaten Keerom, 
Kabupaten Kepulauan Yapen, 
Kabupaten Lanny Jaya, 
Kabupaten Mamberamo 
Raya, Kabupaten 
Mamberamo Tengah, 
Kabupaten Mappi , 
Kabupaten Merauke, 
Kabupaten Mimika , 
Kabupaten Nabire, Kabupaten 
Nduga, Kabupaten Paniai, 
Kabupaten Pegunungan 
Bintang , Kabupaten Puncak, 
Kabupaten Puncak Jaya, 
Kabupaten Sarmi, Kabupaten 
Supior i , Kabupaten Tol ikara, 
Kabupaten Waropen, 
Kabupaten Yahukimo, 
Kabupaten Yalimo, dan Kota 
Jayapura. 

Provinsi Papua Barat: 
Kabupaten Fakfak, Kabupaten 
Kaimana, Kabupaten 
Manokwar i , Kabupaten 
Manokwar i Selatan, 
Kabupaten Maybrat, 
Kabupaten Pegunungan 
Arfak, Kabupaten Raja Ampat, 
Kabupaten Sorong, 
Kabupaten Sorong Selatan, 
Kabupaten Tambrauw, 
Kabupaten Teluk B i n t u n i , 
Kabupaten Teluk Wondama, 
dan Kota Sorong. 
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P4MI Kota Parepare: 
Kota Parepare, Kabupaten 
Pinrang, Kabupaten 
Sidenreng Rappang, Kota 
Palopo, Kabupaten L u w u , 
Kabupaten L u w u Utara, 
Kabupaten Enrekang, 
Kabupaten L u w u T imur , 
Kabupaten Wajo, Kabupaten 
Tana Toraja, dan Kabupaten 
Toraja Utara. 

P4MI Sulawesi Barat: 
Provinsi Sulawesi Barat: 
Kabupaten Majene, 
K a h i i n a t p n M a m a s a 
Kabupaten Mamu ju , 
Kabupaten M a m u j u Tengah, 
Kabupaten Pasangkayu, dan 
Kabupaten Poliwali Mandar. 

22 BP3MI Sulawesi Tengah Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah: 
Kabupaten Banggai, 
Kabupaten Banggai 
Kepulauan, Kabupaten 
Banggai Laut, Kabupaten 
Buol , Kabupaten Donggala, 
Kabupaten Morowali , 
Kabupaten Morowal i Utara, 
Kabupaten Parigi Moutong, 
Kabupaten Poso, Kabupaten 
Sigi, Kabupaten Tojo Una-
Una, Kabupaten Tol itol i , dan 
Kota Palu. 

23 BP3MI Sulawesi 
Tenggara 

Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara: 
Kabupaten Bombana, 
Kabupaten Buton , Kabupaten 
Bu ton Selatan, Kabupaten 
Buton Tengah, Kabupaten 
Buton Utara, Kabupaten 
Kolaka, Kabupaten Kolaka 
T imur , Kabupaten Kolaka 
Utara, Kabupaten Konawe, 
Kabupaten Konawe 
Kepulauan, Kabupaten 
Konawe Selatan, Kabupaten 
Konawe Utara, Kabupaten 
Muna , Kabupaten M u n a 
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Barat , Kabupaten Wakatobi , 
Kota Bau-Bau , dan Kota 
Kendari . 
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